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BUPATI BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR

58 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,
. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4a.
ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi PemerintahanBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah
Kabupaten Bengkalis telah menetapkan Peraturan BupatiNomor 58 Tahun 2014 tentang Kebijakan AkuntansiPemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubahPeraturan Bupati Bengkalis Nomor 27 Tahun 2018 tentangPerubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Bengkalis,

. bahwa berkenaan dengan evaluasi atas regulasi yang berlakub.
khususnya mengenai kebijakan akuntansi aset tetap atau
barang milik daerah, kebijakan akuntansi piutang Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) dan penertiban pencatatanterhadap beberapa akun lainnya, maka Peraturan Bupatisebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu perubahan untukdisesuaikan:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudc.
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan BupatiBengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentang KebijakanAkuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis:

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan1
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan DaerahPropinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 25):

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
2.

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679):
. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

3.
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):



Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165):

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Perautran Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah,

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah,

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 58 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Bengkalis (Berita Daeah Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 Nomor
58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BupatiBengkalis Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 58 Tahun 2014 tentangKebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis (BeritaDaeah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 Nomor 27), diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
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9.

. Bupati adalah Bupati Bengkalis.

.Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penyajian laporan serta
penginterpretasian atas hasilnya.

. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkalis sebagai pedoman dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkatSAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan,
beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial
berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaranberdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang
selanjutnya disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul,
nomor dan tanggal efektif.
Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau
diskonto selama umur utang pemerintah.

10. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam
satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu
secara sistematis untuk satu periode.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Bengkalis.

12. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasionalpemerintah selama satu periode akuntansi.

13. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yangperlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akanditerima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam
jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.14. Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan

15.

pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan
pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidaktermasuk setara kas.
Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaranpendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan daerah.
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Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak
memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan
setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi
atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran
setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.
Apropriasi adalah anggaran yang disetujui Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan mandat yang
diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran
pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.
Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan
setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh,baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapatdiidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta
dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelektual.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakandalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di
lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barangdan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakuipengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saattransaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikansaat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhtransaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setarakas diterima atau dibayar.
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensiJasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening KasUmum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebihdalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidakakan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintahdaerah.
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Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang
telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan
lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan
tempat yang siap dipergunakan.
Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif
besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.
Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo
kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal
lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
daerah.
Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakanakuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperolehmanfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, ataumanfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segeradicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang.
Investasi jangka panjang adalah investasi yangdimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas)bulan.
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjangyang tidak termasuk dalam investasi permanen,dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yangdimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yangsetiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatanpemerintahan.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uangdaerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampungseluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluarandaerah.
Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktikspesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalampenyusunan dan penyajian laporan keuangan.
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Kemitraan adalah perjanjian antara dua fihak atau lebih
yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan
yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan
atau hak usaha yang dimiliki.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa
lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar
sumber daya ekonomi pemerintah.
Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan
tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi
laporan keuangan periode berjalan atau periode
sebelumnya.
Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada
pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak
termasuk dalam nilai kontrak.
Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang
sedang dalam proses pembangunan /pengerjaan dan belum
siap digunakan pada tanggal pelaporan.
Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara
khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi
yang berhubungan erat satu sama lain atau saling
tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau
tujuan atau penggunaan utama
Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agarakun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas
menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun
yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan denganentitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas
pelaporan konsolidasian.
Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepadadebitur.
Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan yangditerbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan.
Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporankeuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satuentitas tunggal.
Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkatCaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentangpenjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, LaporanOperasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca danLaporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yangmemadai.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRAadalah laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran,yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannyadalam satu periode.
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Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang,
dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya
disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri
dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang
tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya
disandingkan dengan periode sebelumnya.

/
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,
surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu
periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada
tanggal pelaporan.
Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan
digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan fatau
pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupayang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang
pelaporan entitas.
Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yangdigunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannyaatau salah saji suatu informasi akan mempengaruhikeputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar
laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikatatau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkandari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah sajiterjadi.
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yangmencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yangmencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan denganperubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitasdari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadisesudah perolehan awal investasi.
Metode garis lurus adalah metode alokasi premium ataudiskonto dengan jumlah yang sama sepanjang periodesekuritas utang pemerintah.
Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kasbruto harus diungkapkan.
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Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan
arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan
transaksi-transaksi operasional non kas, penangguhan
(deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau
pembayaran yang lalu / yang akan datang, serta unsur
penerimaan dan pengeluarandalam bentuk kas yang
berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaiankewajiban antar fihak yang memahami dan berkeinginanuntuk melakukan transaksi wajar.
Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang
dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan
pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset
investasi pada saat perolehannya.
Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat
berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan
obligasi.
Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari
penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara
pihak-pihak yang independen.
Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat
diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah
dikurangi taksiran biaya pelepasan.
Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset,yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah
dikurangi akumulasi penyusutan.
Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangkawaktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupondan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari
apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakanuntuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah
guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periodeotorisasi tersebut.
Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrakkonstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun ataumemberikan jasa konstruksi.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimakembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutanmaupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas
Umum Daerah yang menambah ekuitas dana Jancar dalamperiode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadihak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali olehpemerintah.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening KasUmum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebihdalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayarkembali oleh pemerintah daerah.
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Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaranyang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke
Bendahara Umum Daerah.
Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi
unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja,
pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan
termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan.
Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikansecara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk
menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagaiakibat dari adanya peraturan perundang undangan.
Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan padalembar muka laporan keuangan.
Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban
luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yangbukan merupakan operasi biasa, dan berada diluar kendali
atau pengaruh entitas bersangkutan.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umumDaerah.
Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dariBendahara Umum Daerah.
Perangkat Daerah adalah perangkat daerah padapemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/PenggunaBarang.
Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawabankeuangan entitas pelaporan yang periodenya sama denganperiode tahun anggaran.
Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir
periode untuk mengakui POS-pos seperti persediaan,piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanyaperbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat padatransaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan denganpenurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukungkegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yangdimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalamrangka pelayanan kepada masyarakat.
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Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau
sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang
secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan
karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar
kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak
yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi
aset/kewajiban.
Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PPK/PFK ?,
merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang
disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak
atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan
Taperum.
Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini
kewajiban (present value) dengan nilai jatuh tempo
kewajiban (maturity value) karena tingkat bunga nominal
lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupatiuntuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

100. Retensi adalah jumlah termyn (progress billing) yang belum
dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam
kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

101. Selisih Nilai Tukar Rupiah adalah selisih yang timbul
karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs
yang berbeda.

102. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangatlikuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari
risiko perubahan nilai yang signifikan.

103. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaandan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
104. Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan LOdan beban slama satu periode pelaporan, setlah

diperhitungkan surplus/deficit dar kegiatan non
operasional dan pos luar biasa.

105. Surplus/deficit LRA adalah selisih lebih/kurang antara
pendapatan LRA dan belanja selama satu periodepelaporan.

106. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu
periode pelaporan.

107. Termyn (progress billing) adalah jumlah yang ditagihuntuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrakbaik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh
pemneri kerja.

108. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatuentitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain,termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
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109. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang
atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas
pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

110.Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh
kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka
kontrak konstruksi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis meliputi:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan: dan
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas
unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

a

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi
atau peristiwa sesuai dengan PSAP, atas:
a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi

dalam SAP: dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi

dalam SAP.
(4) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan Kebijakanakuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi entitasakuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusundan disajikan dengan basis kas, maka pengakuanpendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporanpelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas.
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Pasal II!

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 28 DES:MBER 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 30 DESE.BER 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,—N.

H. BUSTAMI, HY
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 83


